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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

SERTIFIKASI AWAL PHPL  

PADA IUPHHK-HT PT RIMBA RAYA LESTARI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

TANGGAL 24 - 30 JULI 2020 

 

 1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL) 

 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Telpon 0541-747798 

c. Email :  trustindoprimakarya@gmail.com

d. Akreditasi KAN sebagai 

LPPHPL 
: 

Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa 

berlaku  27 September 2016 s.d. 26 September 2020. 

e. Penetapan sebagai LPI 

: 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/ 

PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal  18 Oktober 2016 

f. Penanggung Jawab 

Kegiatan 

: Ir. Kurnia, IPU  

g. Tim Pengambil 

Keputusan 

 1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 

2. Ir Rudy Setyawan (Anggota) 

h. Tim Audit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Fungsi / Jabatan 

1. Ir Suhardi Auditor PHPL bidang Prasyarat  

merangkap Ketua Tim Audit 

2. Amin Pujiyanto, S.Hut Auditor PHPL bidang Produksi 

3. Mahardika  Larasati, S.Hut Auditor PHPL bidang Ekologi 

4. Ir. M. Nurul Anwar Auditor PHPL bidang Sosial 

5. M. Ngiudin, S.Hut Auditor VLK Hutan 
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1. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Rimba Raya Lestari 

b. Alamat Kantor  : Jl P Antasari No. 45 Kota Samarinda, Kalimantan Timur 

c. SK IUPHHK-HT : No. 300/Menhut-II/2007 Tanggal 3 September 2007 

d. Luas Areal Kerja : 17.330 Hektar 

e. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur 

f. Pengurus Perusahaan :  

 - Komisaris  : Pramono 

 - Direktur : Harmaji Anggono 

 - Direktur Utama : Gunawan Wijaya 

g. Management Representatif : Ir Rusmiati 
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2. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN 

No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

1. Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan Di 

Daerah sebelum 

penilaian lapangan 

Samarinda, 

24 Juli 2020 

Dilakukan koordinasi sebelum ke lapangan 
dengan instansi :  

1. BPHP Wil. XI Samarinda oleh Bpk. Eko 
Bahariwanto. 

2. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Timur oleh Bpk. Doni Fahroni 

 
Hasil koordinasi dibuatkan laporannya 
termasuk saran dan masukan yang diperoleh. 

2. Pertemuan 

Pembukaan 

Kantor PT Rimba 

Raya Lestari di 

Samarinda, 

24 Juli 2020 

 Dihadiri oleh MR PT  Rimba Raya Lestari 

beserta personil penanggungjawab kegiatan 

terkait. 

 UM telah memahami terkait tujuan, dan 

menyatakan setuju  

 Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan 

sesuai yang direncanakan.  

 Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA. 

3. Konsultasi Publik Kampung Bermai, 

25 Juli 2020 

dan 

Kampung Besiq, 

26 Juli 2020 

 Pertemuan konsultasi publik dilaksanankan 

di Kampung Bermai Kabupaten Kutai Barat  

tanggal 25 Juli 2020. 

 Pertemuan konsultasi publik dilaksananakan 

di Kampung Besiq Kabupaten Kutai Barat  

tanggal 26 Juli 2020. 

 Saran dan masukan telah dicatat dan 

diseleksi untuk ditindaklanjuti pada saat 

penilaian lapangan. 

 Pada masing-masing pertemuan dibuatkan 

BA Pertemuan yang dilengkapi dengan 

Daftar Hadir. 

4. Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

Kantor dan Areal 

IUPHHK-HT  

PT Rimba Raya 

Lestari, 

25 – 29 Juli 2020 

 Melaksanakan pengumpulan data/bukti 

audit berupa dokumen dan fisik hasil 

kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria 

audit yang digunakan dan menetapkan 

penilaiannya. 

 Metode/teknik audit dilakukan dengan 

tinjauan dokumen pada rentang 5 (lima) 

tahun terakhir, pengambilan sample 

fisik/hasil kegiatan di lapangan dan 

wawancara pada seluruh kriteria penilaian 

yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, 

Sosial dan VLK Hutan. 
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No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

 Hasil audit dicatat dengan menggunakan 

Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit 

Lapangan  

5. Pertemuan 

Penutupan 

 

Kantor PT Rimba 

Raya Lestari di 

Samarinda, 

29 Juli 2020 

 Tim Audit memaparkan hasil audit berupa 

temuan kesesuaian dan temuan 

ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi 

persetujuan auditee. 

 Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria 

prasyarat 7 verifier dan Ekologi 1 verifier), 

Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati 

ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee 

paling lambat tanggal 12 Agustus 2020. 

 Pertemuan Penutupan dibuatkan BA. 

6. Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan Di Daerah 

sesudah penilaian 

lapangan 

Samarinda,  

30 Juli 2020 

Tim Audit melaporkan hasil penilaian 

lapangan kepada :  

1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur oleh Bpk. Syariful Ahyar 

2. BPHP Wil. XI Samarinda oleh Bpk. Roni 

Saefullah Burhani 

7. Pengambilan 

Keputusan  

Samarinda, 

19 Agustus 2020 

1. Rapat tinjauan laporan audit Sertifikasi 

Awal PHPL pada PT Rimba Raya Lestari  

dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2020. 

2. PT Rimba Raya Lestari dinyatakan LULUS 

penilaian kinerja PHPL dengan Nilai Akhir 

Kinerja = 66,67% dengan predikat 

SEDANG, tidak ada verifier bobot 

Dominan (D) bernilai Buruk dan 

Memenuhi Standar VLK. 
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 3. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL  

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.1 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen 

legal dan administrasi tata 

batas (PP,  SK IUPHHK-

HT, Buku TBT, Peta TBT) 

(CD) 

Baik 3  Pengurus PT Rimba Raya Lestari (PT RRL) berdasarkan akte 

perubahan terakhir Nomor 98 Tanggal 30 Desember 2019 

dibuat oleh Notaris Imelda Nur Pane, SH, meliputi :  

1. Pramono (Komisaris) 

2. Gunawan Wijaya (Direktur Utama) 

3. Harmaji Anggono (Direktur) 

 Kepemilikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam 

hutan tanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan SK Menteri 

Kehutanan No. 300/ Menhut-II/2007  Tanggal 3 September 

2007, meliputi :  

- Luas  = 17.330 Hektar  

- Lokasi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi 

     Kalimantan Timur 

 Realisasi tata batas areal IUPHHK-HT PT RRL sampai 

dengan saat ini baru mencapai 38,03% atau 32.721,41 M 

dari rencana sepanjang 86.050 M. 

 Atas realisasi pelaksanaan tata batas 38,03% tersedia 

lengkap dokumen tata batasnya, meliputi Pedoman TBT, 

Buku TBT, Peta TBT dan BATB, sebagai berikut :  

1. Trayek HP/B.177 – HP/B.340 sebagaimana BAP Tata 

Batas No. __/TBTL/2007  tanggal 16 Mei 2007 disahkan 

tanggal 11 Maret 2008 sepanjang 26.101,41 M. 

2. Trayek B/HP.177 – 6 – 5 …. – B; Batas Persekutuan 

dengan PT Harapan Kaltim Lestari sepanjang 6.620 M 

Laporan TBT No. 1531 Tahun 2011. 

 

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

(D) 

Sedang 2 Areal IUPHHK-HT PT RRL belum temu gelang, namun telah 

melakukan upaya proses tata batas temu gelang yang dibuktikan 

dengan kepemilikan :  

1. Pedoman Tata Batas No : 96/ PB/IUPHHK/2008 Tanggal 1 

April 2008.  

2. Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.__/BPKH.IV/ PKH/ 

PLA.2/9/2018, kewajiban penataan batas PT Rimba Raya 

Lestari sepanjang 86.050 meter 

 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak 

atas eksistensi areal 

IUPHHK kawasan hutan 

(BATB) 

(CD) 

Sedang 2  Tidak terdapat konflik terkait batas antara masyarakat dengan 

PT Rimba Raya Lestari. Konflik yang terjadi biasanya terkait 

realisasi pembayaran fee produksi kayu  

 

 PT RRL telah melakukan pencatatan dan monitoring konflik 

tenurial, antara lain berupa perambahan hutan dan 

pembayaran fee kayu produksi oleh masyarakat. 
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NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 Berdasarkan data peta resolusi konflik 2018 dan 2019, 

konflik areal akibat perambahan hutan mencapai 52,34% atau 

waspada. 

 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak 

ada perubahan fungsi 

maka verifier ini menjadi 

Not Aplicable. 

(CD) 

N/A - Berdasarkan peta Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) dan Peta 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkini, 

tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal 

IUPHHK-HT PT RRL. 

 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan di 

luar sektor kehutanan 

(Apabila tidak ada 

penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan 

maka ve-rifier ini menjadi 

Not Aplicable). 

(CD) 

Sedang 2  PT Rimba Raya Lestari memiliki dokumen Monitoring  

penggunaan lahan di luar IUPHHK-HT berupa data 

monitoring dan inventarisasi penggunaan kawasan oleh 

masyarakat untuk kegiatan pertanian, dan perkebunan. 

 Atas adanya kegiatan pertanian dan perkebunan oleh 

masyarakat tersebut, tidak dilaporkan sepenuhnya oleh PT 

RRL kepada Dinas Kehutana Provinsi Kalimantan Timur 

maupun kepada Instansi terkair (Pemerintah Daerah).  

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (11/15) x 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

(CD) 

Baik 3  PT RRL telah menetapkan visi, misi dan tujuan 

perusahaan sebagaimana tertuang dalam SK Direktur 

Utama PT Rimba Raya Lestari No. 030/RRL-

HTI/SMD/ III/2018 Tanggal 6 Maret 2018. 

 Pernyataan visi, misi dan tujuan dinilai telah sesuai 

dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL). 

 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

(CD) 

Sedang 2  Sosialisasi Visi dan Misi dilakukan dengan melakukan 

pertemuan dengan karyawan dan terdapat dokumen 

BAP sosialisasi kepada karyawan PT Rimba Raya 

Lestari tanggal 29 Maret 2017. 

 Sosialisasi kepada masyarakat sesuai BAP sosialisasi 

visi dan misi kepada masyarakat  Desa Besiq dan 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Desa Bermai yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 

2018 dan 28 Desember 2018 dihadiri oleh 

masyarakat Desa Besiq dan Desa Bermai. 

 Dokumen Visi dan Misi PT Rimba Raya Lestari tahun 

2017 belum seluruhnya disosialisasikan kepada 

masyarakat di sekitar lokasi areal IUPHHK-HTI PT 

Rimba Raya Lestari sedangkan Perubahan Visi dan 

Misi tahun 2018 belum disosialisasikan kepada 

karyawan (BAP tidak ada). Selain itu tidak terdapat 

kegiatan sosialisasi pada periode berikutnya di 

tahun 2019 dan 2020 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

(D) 

Sedang 2  Secara umum pencapaian target operasional 

produksi, selama 5 tahun terakhir masih belum 

terpenuhi dengan baik, kegiatan penataan batas 

masih belum temu gelang, kegiatan penanaman 

maupun produksi kayu belum seluruhnya terpenuhi, 

sedangkan untuk produksi pembuatan tanaman atau 

penanaman selama 5 (lima) tahun terakhir juga 

masih belum sesuai dengan rencana dan hanya pada 

tahun 2016 dan 2017. 

 Penyusunan dokumen RKT masih tergabung dan 

tercarryover dari sisa tahun lalu dan penerbitan RKT 

yang tidak teratur/ berurutan. 

 Untuk fungsi ekologi implementasinya belum cukup 

baik dan belum sepenuhnya menjalankan dan 

menerapkan kaidah pengelolaah hutan lestari seperti, 

pelaporan pengelolaan flora fauna, kebakaran hutan, 

perlindungan dan pengamanan, pengelolaan 

kawasan lindung yang kondisinya terganggu.  

 Di bidang sosial juga sudah cukup baik walaupun 

tidak dijumpai adanya konflik berkaitan dengan batas, 

namun terdapat perladangan di dalam areal dan 

kegiatan kelola sosial masih belum seluruhnya 

terealisasi. Pemanfaatan tenaga kerja lokal rata-rata 

sebesar 30% berasal dari masyarakat sekitar sebagai 

Tenaga Harian Nursery, Plantation dan Pemeliharaan 

Aspek sosial belum sepenuhnya sesuai antara visi 

dan misi dengan implementasi di lapangan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (9/12) x 100% = 75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 
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KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung 

Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan di lapangan 

pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

(CD) 

Baik 3  PT RRL memiliki tenaga professional bidang 

kehutanan, meliputi Sarjana Kehutanan dan Tenaga 

Teknis PHPL yang cukup dan ditempatkan di 

lapangan untuk operasional pengelolaan hutan dan 

HTI. 

 Khusus terkait keberadaan Ganis PHPL PT RRL saat 

ini, meliputi : 

1. Ganis PHPL Kurpet 1 Orang 

2. Ganis PHPL Canhut 1 Orang 

3. Ganis PHPL Nenhut 1 Orang 

4. Ganis PHPL Binhut 2 Orang 

5. Ganis PHPL PKB-R 5 Orang termasuk 2 orang 

yang masih dalam proses perpanjangan SIM 

PKBRI. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

(D) 

Sedang 2  Realisasi peningkatan kompetensi SDM melalui 

pelaksanaan pelatihan selama 5 (lima) tahun terakhir, 

mencapai 68,89% dengan perincian sebagai berikut : 

- Tahun 2016 : rencana 12, realisasi 12 

- Tahun 2017 : rencana 19, realisasi 19  

- Tahun 2018 : TIDAK ADA KEGIATAN  

- Tahun 2019 : rencana 29, realisasi 29 

- Tahun 2020 : rencana 27, realisasi 12 

 

 Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat tidak 

hanya dilakukan pada personil Tenaga Teknis PHPL, 

namun juga pada kegiatan inhouse training dan 

eksternal training dengan melibatkan APHI dan 

Instansi lainnya. 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

(D) 

Sedang 2  Secara umum PT RRL telah menjalankan dan 

menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan 

ketenagakerjaan. 

 Dilapangan tersedia dokumen ketenagakerjaan, 

meliputi : 

1. Peraturan Perusahaan sedang dalam proses 

perpanjangan 

2. Dokumen wajib lapor ketenagakerjaan masih 

belum lengkap setiap tahunnya. 

3. SK UMP dan terkait dengan kewajiban 

manajemen sebelumnya kepada karyawannya 

masih ada yang belum diselesaikan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (11/15) x 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 
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KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan 

Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI  

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

(D) 

Sedang 2  PT Rimba Raya Lestari telah memiliki kelengkapan 

unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan 

hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan 

yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT RRL 

No. 067/RRL-HTI/SMD/VII/2019 tentang Struktur 

Organisasi PT Rimba Raya Lestari Tahun 2019 

tanggal 25 Juli 2019. 

 Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa 

bagan organisasi dan job description atau uraian 

tugas pada masing-masing jabatan. 

 Pengisian formasi jabatan masih belum seluruhnya 

dan saat ini PT Rimba Raya Lestari sedang dalam 

proses pengisian kembali pada jabatan yang ada di 

Struktur Organisasi.  

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

(CD) 

Baik 3  PT Rimba Raya Lestari telah memiliki peralatan SIM 

dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan 

sistem informasi yang ada.  

 Terdapat peralatan SIM di lapangan dan kantor 

Samarinda serta terdapat tenaga pelaksana dan 

penanggungjawab SIM di PT Rimba Raya Lestari. 

 Penanggung jawab opersional SIM PT Rimba Raya 

Lestari telah ditunjuk sebagai berikut : 

1. Operator SIPUHH atas nama Devyana S.Hut. SK 

No. 050/RRL-HTI/SMD/V/2020. 

2. Operator E-Monev atas nama Devyana S.Hut. 

SK No. 053/RRL-HTI/SMD/V/2020. 

3. Operator SI PNBP atas nama SUNAN, SK No. 

051/RRL-HTI/SMD/V/2020. 

4. Petugas Administrasi SIM atas nama Rusmadin 

SK No. 054/RRL-HTI/SMD/V/2020. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

(D) 

Sedang 2  Jabatan SPI ditunjuk oleh Direktur PT Rimba Raya 

Lestari sesuai SK Struktur Organisasi. Personil Tim 

SPI PT Rimba Raya Lestari atas nama Herijanto 

sesuai dengan SK Direksi PT Rimba Raya Lestari 

No. 066/RRL-HTI/SMD/VII/2019 tanggal 25 Juli 

2019 tentang pengangkatan Ketua Internal Audit 

(Satuan Pengawas Internal) PT Rimba Raya Lestari 

 Sebelumnya personil SPI juga atas nama Herijanto 

Wahyudi yang bertugas melakukan audit internal 

pada PT RRL. 

 Pada saat audit terdapat dokumen laporan hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI sebagai 

bahan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pada 

sebagian tahapan pengelolaan hutan. 

 Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan SPI/ Audit 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Internal PT Rimba Raya Lestari dinilai belum 

berjalan efektif menjangkau pada seluruh tahapan 

kegiatan pembangunan HTI 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

(CD) 

Sedang 2  Terdapat laporan hasil audit internal yang 

dilaporkan kepada Direktur PT Rimba Raya Lestari 

atas hasil audit tahun 2018 dan tahun 2019. 

 Telah diverifikasi bahwa hasil evaluasi dan 

monitoring oleh SPI telah ditindaklanjuti pada 

sebagian temuan yang direkomendasikan. 

 Masih terdapat rekomendasi temuan yang sedang 

berjalan dan terus dilakukan oleh manajemen PT 

Rimba Raya Lestari, namun demikian belum 

seluruhnya ditindaklanjuti. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/18) x 100% = 72,22 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.5.  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana penebangan 

melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses 

dan diseminasi isi kandungannya 

(CD) 

Sedang 2  Bahwa RKTUPHHK-HT PT Rimba Raya Lestari telah 

disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak 

yang berwenang yaitu secara self Approval oleh 

Direksi PT RRL, sedangkan kegiatan RKT yang akan 

mempengaruhi hak-hak- masyarakat setempat telah 

disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar 

informasi yang memadai dari sebagian masyarakat 

namun belum seluruhnya dan secara administrasi 

tidak ditemukan bukti adanya BAP kegiatan 

sosialisasi RKT selain tahun 2016 dan tahun 2019. 

 Dalam pelaksanaannya dilakukan sosialisasi kepada 

masyarakat sekitar dan di Desa Bermai dan Desa 

Besiq dengan dokumen BAP sebagai berikut : 

 BAP Sosialisasi RKT 2016 termasuk Carry Over RKT 

2014 dan RKT 2015 tanggal 30 Agustus 2016 di 

Desa Besiq dan Desa Bermai  

 BAP Sosialisasi RKT 2019 tanggal 7 Juli 2019 di 

Desa Bermai  

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

(D) 

Sedang 2  PT Rimba Raya Lestari belum seluruhnya 

menyelesaikan tata batas dan telah mendapatkan 

persetujuan dari para pihak tentang batas arealnya. 

Di lapangan masih terdapat perladangan oleh 

masyarakat dan PT Rimba Raya Lestari terus 

berupaya melakukan pendekatan dan sosialisasi 

dengan masyarakat sekitar dengan program kelola 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

sosial dan pola kemitraan agar dapat meminimalisir 

adanya konflik batas antara masyarakat dan 

perusahaan. 

 Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik 

tanggal 24 dan 25 Juli 2020 diperoleh penjelasan 

dari Sekretaris Kecamatan Nyuatan dan Kepala 

Desa Bermai di sekitar areal PT Rimba Raya Lestari 

bahwa selama ini masyarakat mengetahui batas PT 

RRL karena berbatasan dengan kebun sawit dan 

sebagian masyarakat ada yang berladang masuk ke 

dalam areal PT Rimba Raya Lestari dan menggarap 

lahan di dalamnya 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

(D) 

Sedang 2  Bahwa RKTUPHHK-HT PT Rimba Raya Lestari telah 

disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak 

yang berwenang secara self approval oleh Direksi 

PT RRL. Selain itu dokumen rencana kelola sosial 

setiap tahunnya tercantum dalam dokumen RKT 

yang disahkan dan kegiatan kelola sosial terhadap  

masyarakat setempat telah disosialisasikan dan 

dikonsultasikan kepada sebagian masyarakat pada 

areal PT Rimba Raya Lestari. Namun demikian tidak 

terdapat bukti yang cukup bahwa seluruhnya telah 

disosialisasikan dan penerbitan RKT hanya pada 

tahun 2015, 2016 dan 2019. 

 Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik 

tanggal 24 dan 25 Juli 2020 diperoleh penjelasan 

dari Sekretaris Kecamatan Nyuatan dan Kepala 

Desa Bermai di sekitar areal PT Rimba Raya Lestari 

bahwa selama ini masyarakat menerima kegiatan 

CSR atau CD namun masih sangat terbatas karena 

operasional juga masih sedikit 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

(CD) 

Sedang 2  Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari 

Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, 

RKL-RPL, RKUPHHK-HT. Sedangkan sosialisasi dan 

persetujuan dari masyarakat diperoleh dari 

masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT Rimba 

Raya Lestari sesuai dengan BAP. Di samping itu 

kegiatan sosialisasi dan persetujuan kawasan 

lindung juga tidak dilaksanakan setiap tahun selama 

periode audit.  

 Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa 

kondisi di lapangan terhadap kawasan lindung ini 

sebagian sudah terganggu seperti sempadan 

sungai.  Dengan demikian persetujuan dalam 

proses penetapan kawasan lindung berasal dari 

sebagian para pihak yaitu pemerintah, sedangkan 

dari masyarakat masih belum seluruhnya 

memahami adanya kawasan lindung. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 
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KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan dokumen 

rencana jangka panjang 

(management plan) yang 

telah disetujui oleh Pejabat 

yang berwenang  

(D) 

Baik 3 IUPHHK-HT PT RRL telah memiliki RKUPHHK-HT yang telah 

disahkan, meliputi dokumen sebagai berikut : 

1. RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu Sepuluh Tahun 

Periode 2008 – 2017 disahkan berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK. 260/VI-BPHT2008 tanggal 22 

Juli 2008 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Untuk 

Jangka Waktu Sepuluh Tahun Periode 2018 – 2027 Atas 

Nama PT Rimba Raya Lestari Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu Sepuluh 

Tahun Periode 2008 – 2017 disahkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 91/VI-BUHT/2012 

tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Revisi 

RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu Sepuluh Tahun 

Periode 2018–2027 Atas Nama PT Rimba Raya Lestari 

Provinsi Kalimantan Timur. 

3. RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu Sepuluh Tahun 

Periode 2018 – 2027 Atas Nama PT Rimba Raya Lestari 

Provinsi Kalimantan Timur disahkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK. 5035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 8/2018 tanggal 2 

Agustus 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Untuk 

Jangka Waktu Sepuluh Tahun Periode 2018 – 2027 Atas 

Nama PT Rimba Raya Lestari Provinsi Kalimantan Timur. 

Penyusunan RKUPHHK-HT dengan mempertimbangkan hasil 

Deliniasi Mikro, PT Rimba Raya Lestari tidak mendapatkan 

peringatan terkait dengan pemenuhan kewajiban RKU. 

2.1.2  

Kesesuaian implementasi 

penataan areal kerja di 

lapangan dengan rencana 

jangka panjang  

(D) 

Sedang 2 Selama 5 (lima) tahun terakhir hanya terdapat 3 (tiga) RKT 

yang disahkan, yaitu meliputi RKT Tahun 2016, 2018 dan 

2019. Sedangkan RKT Tahun 2020 masih dalam proses 

pengesahan. 

 

Penataan areal kerja (PAK) blok dan petak RKT tersebut di 

atas, berada di dalam blok RKUPHHK periode 2008 – 2017 

dan RKUPHHK  periode 2018 – 2027, namun penataan blok 

dan petak tebangannya hanya sebagian yang sesuai dengan 

RKUPHHK (54%).  

 

2.1.3  

Pemeliharaan batas blok 

dan petak / compartemen 

kerja  

(CD) 

Sedang 2 Terdapat penandaan batas blok berupa tolet tiga (///) dengan 

cat warna merah sedangkan batas petak berupa tolet dua 

(//).  Sebagian tanda batas terlihat tidak jelas.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/15) 100% = 80,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem  
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB / Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

(D) 

Sedang 2 PT Rimba Raya Lestari memiliki data potensi 

tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB 

sebagai bahan penyusunan RKUPHHK-HT dan 

data potensi tegakan berdasarkan hasil ITSP 

(carry over) tahun 2014, 2015 dan 2016 namun 

tidak  dilengkapi dengan Peta Penyebaran Pohon 

dan di lapangan dijumpai adanya jalur ITSP.  

2 2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang Riap 

Tegakan 

(CD) 

Buruk 1 PT Rimba Raya Lestari telah memiliki petak ukur 

permanen (PUP) untuk pengukuran riap tegakan, 

namun sampai dengan saat ini belum melakukan 

aktifitas pengukuran, perhitungan maupun analisis 

riap tegakan. 

3 2.2.3. Terdapat perhitungan 

internal/self  JTT 

berbasis data potensi/hasil 

inventarisasi dan kondisi 

kemampuan pertumbuhan 

tegakan  

(CD) 

Buruk 1 PT Rimba Raya Lestari tidak memiliki data hasil 

analisis riap tegakan, pelaporan pada instansi 

berwenang dan belum menjadikan data hasil 

analisis riap sebagai patokan dalam penentuan 

JTT.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (6/12) 100% = 50,00 % 

Nilai Kinerja Indikator BURUK 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 
 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

Sedang 2 PT Rimba Raya Lestari   memiliki SOP  tahapan 

kegiatan silvikultur untuk namun sebagian isi SOP 

tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

2 2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

Sedang 2 PT Rimba Raya Lestari  telah 

mengimplementasikan sebagian SOP tahapan 

kegiatan silvikultur yang telah dibuat dan 

disahkan.  

3 2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak Tebang 

NA - Pada saat kegiatan Sertifikasi PT Rimba Raya 

Lestari baru memiliki tanaman berumur 11 tahun 

sedangkan umur daur 15 tahun, dengan demikian 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(D) belum memiliki data potensi tegakan hasil 

penanaman.  

4 2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

Sedang 2 Berdasarkan hasil pengukuran pada PUP  

diketahui bahwa rata-rata prosentase permudaan 

tanaman yang bertahan hidup untuk menjamin 

terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 82,61 

%.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/15) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pemanfaatan Hutan 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan 

(D) 

Sedang 2 PT Rimba Raya Lestari   memiliki beberapa SOP  

terkait pemanenan ramah lingkungan namun 

sebagian isi tidak sesuai dengan karakteristik 

kondisi setempat. 

2 2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

(D) 

Sedang 2 Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan 

tahap perencanaan sedangkan implementasi 

kegiatan tahap operasional, pasca operasional 

dan pelaksanaan K3 tidak sepenuhnya sesuai 

dengan SOP RIL, dengan demikian terdapat 

penerapan RIL pada 1-2 tahapan kegiatan 

pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. 

3 2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

(CD) 

Baik 3 Berdasarkan Kajian Besaran Pemanfaatan Kayu 

Log (Faktor eksploitasi) PT Rimba Raya  Lestari 

atas 191 batang pohon (dari LHC)  yang berada 

di Petak 06 CO RKT 2015 dan telah ditebang dan 

di LHP kan dengan LHP No. 5, diketahui 

besarnya Faktor Eksploitasi yaitu 0,82 (volume 

berdasarkan LHP 457,44  m3 dan volume LHC 

560,47 m3). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (11/15) 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) yang 

Disusun Berdasarkan Rencana 

Kerja Jangka Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan yang 

Berlaku (Dinas Prov, self 
approval)  

(CD) 

Sedang 2 Selama 5 (lima) tahun terakhir PT Rimba Raya 

Lestari memiliki 3 (tiga) dokumen RKT yang 

disusun secara self approval, meliputi RKT 2016, 

2018 dan 2019. 

Sedangkan RKT Tahun 2020 masih dalam proses 

pengesahan di Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur.  

Dengan demikian kepemilikan RKT selama 5 

(lima) tahun terakhir hanya mencapai 60% (3/5). 

 

2 2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek dengan 

Rencana Jangka Panjang 

(D) 

Sedang 2 Setiap blok RKT dilengkapi dengan Peta Kerja 

yang menggambarkan areal yang boleh 

ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ 

dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai 

kawasan lindung tetapi sebagian penggambaran 

di Peta RKT tidak sesuai dengan peta RKU yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

3 2.5.3.  

Implementasi peta kerja berupa 

penandaan batas blok tebangan/ 

dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ 

dipelihara beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan 

lindung (untuk konservasi/ 

buffer zone/ pelestarian plasma 

nutfah/ religi/ budaya/ sarana 

prasarana dan, penelitian dan 

pengembangan).  

(D) 

Sedang 2 Berdasarkan pemeriksaan pada blok RKT 2019, 

penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai 

kawasan lindung, berupa sempadan sungai dan 

pohon yang tidak boleh ditebang, sebagian tidak 

terlihat dengan jelas (tidak ada pembuatan papan 

nama, rintisan dan cap tidak dipelihara). 

 

4 2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

(D) 

Sedang 2 Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan 

Volume Panen pada RKT 2016, 2018 dan 2019 

tidak terdapat pelanggaran baik dari segi lokasi, 

luasan, volume maupun jenis kayu. 

Realisasi rata-rata produksi kayu bulat hutan 

alam mencapai 22,47% dari target sesuai RKT.  

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/21 ) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan 

dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber 

daya Manusia 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

(CD) 

Buruk 1 Kondisi kesehatan finansial PT Rimba Raya 

Lestari selama periode Sertifikasi Awal yaitu 

rata-rata likuiditas sebesar 119,98 %, solvabilitas 

129,98 % dan rentabilitas 0,99 (negatif) opini 

akuntan publik menyebutkan wajar dengan 

pengecualian. 

2 2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh akuntan 

publik) 

(CD) 

Sedang 2 Berdasarkan Laporan Keuangan diketahui 

terdapat realisasi anggaran biaya sebesar Rp 

3.483.760.735 dari rencana sebesar Rp 

4.107.146.770 atau terealisasi 84,82 % namun 

laporan keuangan yang dibuat belum  sesuai 

dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik) 

 

3 2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

(CD) 

 

Buruk 1 Berdasarkan data rencana dan realisasi kegiatan 

anggaran perusahaan diketahui bahwa proporsi 

realisasi alokasi dana pada kegiatan sosial 

terealisasi 34,73 % (terdapat perbedaan 65,27 

%). 

4 2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

(CD) 

Buruk 1 Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana dan 

realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan yang 

dilakukan oleh PT Rimba Raya Lestari diketahui 

bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis 

kehutanan tidak lancar  

5 2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

(D) 

Sedang 2 Berdasarkan rencana dan realisasi biaya kegiatan 

pembangunan hutan tanaman industri  diketahui 

realisasi modal yang ditanamkan ke hutan dalam 

bentuk penanaman terealisasi sebesar Rp 

406.288.000 dari rencana sebesar Rp 

461.465.600 atau terealisasi sebesar 88,04 % 

namun belum meliputi tanaman kehidupan. 

6 2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan Hutan 

(CD) 

Sedang 2 Rata-rata realisasi penanaman tanaman pokok, 

tanaman unggulan dan tanaman kehidupan 

sebesar 55,43 %. 

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (11/21 ) 100 % = 52,38 % 

Nilai Kinerja Indikator BURUK 
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KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.1 
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

(D) 

BAIK 3  Kawasan lindung PT Rimba Raya Lestari 

sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI 

Tahun 2018 meliputi Sempadan Sungai 

(146 Ha), KPPN (465 Ha), dan KPSL (1.644 

Ha). Total luas kawasan lindung tersebut 

sebesar 2.255 Ha. 

 Berdasarkan hasil uji petik lapang pada 

Sempadan Sungai Najak (0°43’40,50” LU - 

115°30’42,98” BT), kondisi biofisik kawasan 

lindung dalam keadaan yang baik 

(penutupan tajuk masih rapat dan tidak 

ditemukan tanda-tanda perusakan pada 

kawasan lindung).  

2. 3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 

tanda batas dikenali) 

(D) 

SEDANG 2 Persentase penandaan batas kawasan lindung 

PT Rimba Raya Lestari mencapai 86,07% 

(19,41 km) dari rencana penandaan batas 

kawasan lindung sebesar 22,55 km.    

3. 3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

(D) 

BAIK 3 PT Rimba Raya Lestari memiliki Peta Citra 

Satelit dengan komposit Mosaik Citra Landsat 8 

OLI, Band 653 skala 1: 100.000 Liputan tanggal 

8 September 2019 dan 21 Januari 2020. 

Sampai dengan periode audit Sertifikasi Awal 

Tahun 2020, belum tersedia data hasil overlay 

Peta Citra Satelit terhadap kawasan lindung PT 

RRL sehingga belum dapat diketahui luas dan 

jenis penutupan lahan pada kawasan lindung 

secara spesifik. Namun, berdasarkan Surat 

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan cq. Direktur Inventarisasi dan 

Pemantauan Sumber Daya Hutan No. 

S.304/IPSDH/PSDH/PLA.1/5/2020 Tanggal 18 

Mei 2020, dapat diketahui bahwa jenis 

penutupan lahan pada areal PT RRL didominasi 

oleh hutan lahan kering sekunder dengan 

persentase sebesar 82,64% (14.322 Ha). Selain 

itu, berdasarkan analisis overlay Citra Satelit 

Tahun 2017 terhadap kawasan lindung, 

persentase berhutan pada kawasan lindung 

mencapai 98,81% (2.228,13 Ha). 

4. 3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

(CD) 

BAIK 3  PT Rimba Raya Lestari memiliki 2 desa 

binaan, yakni Desa Besiq dan Desa Bermai. 

Dalam rangka mendapatkan pengakuan 

kawasan lindung oleh masyarakat sekitar 

areal konsesi, PT RRL telah mengadakan 

sosialisasi kawasan lindung kepada kedua 

desa tersebut.  
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 Pengakuan kawasan lindung dari 

pemerintah didapatkan secara tidak 

langsung melalui pengesahan AMDAL, 

RKU, maupun RKT. Sedangkan, pengakuan 

dari karyawan PT RRL didapatkan secara 

otomatis melalui penerbitan SK Penetapan 

Kawasan Lindung dan upaya sosialisasi 

kawasan lindung yang pernah dilakukan. 

5. 3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang areal/land 

scaping sesuai RKL/RPL dan/atau 

tata ruang yang ada di dalam RKU 

(D) 

SEDANG 2 PT Rimba Raya Lestari telah melakukan 

beberapa kegiatan pengelolaan dan telah 

disajikan dalam bentuk pelaporan. Laporan 

pengelolaan yang tersedia mencakup kegiatan 

pengelolaan pada setiap jenis kawasan lindung, 

diantaranya Sempadan Sungai, KPPN, dan 

KPSL. Namun, keberadaan laporan pengelolaan 

belum tersedia secara lengkap berdasarkan 

frekuensi kegiatan pengelolaan sesuai dengan 

rencana pengelolaan yang telah disusun dalam 

Laporan RKL-RPL Tahun 2006). 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (23/27) x 100% = 85,19 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.2 

Perlindungan dan pengamanan hutan 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai dengan 

jenis-jenis gangguan yang ada 

(D) 

SEDANG 2 
 Potensi gangguan-gangguan hutan yang 

terjadi di areal konsesi PT Rimba Raya 

Lestari berdasarkan dokumen RKUPHHK-

HTI (2018) diantaranya : a) Gangguan 

Akibat Hama, Penyakit, dan Gulma; b) 

Bahaya Kebakaran; c) Potensi Perburuan 

Satwa Liar; d) Penebangan Kayu Alam 

(Illegal Logging); dan e) Tekanan terhadap 

Lahan (Perambahan Kawasan). 

 PT Rimba Raya Lestari telah memiliki 

prosedur perlindungan terhadap gangguan/ 

potensi gangguan yang ada, tetapi SOP 

yang tersedia masih bersifat umum dan 

belum secara spesifik dibuatkan metode 

penanganan atau pengendalian berdasarkan 

masing-masing jenis gangguan. Selain itu, 

SOP Pengendalian kebakaran belum 

mencantumkan acuan PermenLHK No. 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 
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2. 3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

(D) 

SEDANG 2 Sarana prasarana perlindungan hutan masih 

belum lengkap, baik sarpras pada dalkarhutla 

maupun satpam (security). Pemenuhan sarana 

prasarana pengendalian kebakaran hutan belum 

sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/ 

Setjen/Kum .1/3/2016 tentang Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan Lahan.  

3. 3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

(D) 

SEDANG 2  Berdasarkan Struktur Organisasi Satgas 

Damkarhut, PT Rimba Raya Lestari memiliki 

1 (satu) Regu Inti Dalkarhutla berjumlah 8 

personil, termasuk 1 orang sebagai ketua 

regu. Masing-masing anggota belum 

memiliki sertifikat kompetensi/pelatihan 

terkait pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan.  

 PT RRL belum memiliki Regu Pendukung 

dan belum mengadakan MoU atau 

kerjasama dengan masyarakat terkait 

pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). 

Selain itu, PT RRL belum memiliki satuan 

pengamanan hutan (satpam/security). 

4. 3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

(D) 

SEDANG 2 PT Rimba Raya Lestari telah 

mengimplementasikan sebagian kegiatan 

perlindungan dan pengamanan hutan sesuai 

rencana yang tercantum dalam dokumen 

RKUPHHK-HTI Tahun 2018. Kegiatan 

perlindungan dan pengamanan hutan baik 

dalam bentuk preemtif/preventif/represif yang 

belum dilakukan diantaranya : 1) pembentukan 

satpamhut; 2) melakukan patroli rutin; 3) 

bekerjasama dengan masyarakat dalam 

pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA); 4) 

mengadakan pelatihan pencegahan dan 

pemadaman kebakaran hutan; 5) pemasangan 

papan peringatan dan kondisi rawan kebakaran; 

dan 6) penanaman dan pengayaan areal 

kawasan lindung. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (16/24) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan 

NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

(D) 

SEDANG 2  Dampak Besar dan Penting terhadap Tanah 

dan Air pada PT Rimba Raya Lestari 

berdasarkan Laporan Utama ANDAL 

(2006), diantaranya : 1) Penurunan Kualitas 

Air Tanah dan Aliran Permukaan; 2) 

Peningkatan Erosi dan Sedimentasi; 3) 

Penurunan Kualitas Udara; dan 4) 

Peningkatan Tingkat Kebisingan. 

 PT Rimba Raya Lestari telah memiliki 

prosedur dalam rangka menanggulangi dan 

mencegah dampak tanah dan air yang 

berpotensi terjadi, namun prosedur yang 

tersedia baru mencakup pengelolaan 

terhadap erosi, sedimentasi, dan perubahan 

kualitas air. Prosedur/SOP yang belum ada 

adalah SOP dalam hal pencegahan terhadap 

penurunan kualitas udara dan tingkat 

kebisingan. 

2. 3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2  PT Rimba Raya Lestari telah menyediakan 

sebagian sarana prasarana demi 

menunjang kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan dampak tanah dan air seperti 

yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL 

(2006). 

 Sarana prasarana tersebut terdiri dari teknik 

sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil, 

sarpras yang belum ada dan/atau belum 

difungsikan secara efektif diantaranya: 1) 

pengukur suhu udara (termometer 

ruangan); 2) kelembaban udara 

(hygrometer); 3) TPS Limbah B3 dan 

izinnya; 4) tempat sampah dan TPA sampah 

yang telah dipisahkan berdasarkan jenisnya 

(organik-anorganik); 5) ketersediaan rumah 

mesin genset yang belum efektif (masih 

terdapat ceceran oli/bahan bakar dan lantai 

genset belum diperkeras); dan sebagainya.  

 Sementara itu, secara teknik vegetatif, 

kondisi persemaian belum memadai; belum 

dilakukan penanaman dan/atau rehabilitasi 

pada tanah kosong, kanan-kiri jalan; eks 

jalan sarad dan penanaman pada kawasan 

lindung.  

3. 3.3.3 

SDM pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air 

BAIK 3 Luas areal izin PT RRL adalah sebesar 17.330 

hektar, dimana dijelaskan bahwa ketentuan 

jumlah minimal GANISPHPL-BINHUT yang 
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(D) wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan oleh 

pengelola hutan dan pemegang izin usaha 

pemanfaatan hutan produksi untuk luas areal 

antara ≤25.000 ha adalah sebanyak 1 (satu) 

orang. Dalam mendukung kegiatan pengelolaan 

maupun pemantauan dampak terhadap tanah 

dan air, PT Rimba Raya Lestari telah memiliki 2 

(dua) personil GANISPHPL-BINHUT yang 

masing-masing memiliki nomor register dan 

masa berlaku kompetensi yang masih aktif.  

4. 3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

(D) 

SEDANG 2  Implementasi pengelolaan dampak tanah 

dan air terhadap rencana pengelolaan yang 

telah disusun dalam dokumen RKL (2006) 

sebagian telah dilaksanakan. Beberapa 

kegiatan pengelolaan yang belum 

direalisasikan secara efektif diantaranya : 1) 
Melakukan penanaman cover crop sesegera 

mungkin setelah pembukaan lahan; 2) 

Pembuatan teras individu atau tapak kuda pada 

lahan yang berlereng >15%; 3) Membuat 

sediment trap (perangkap sedimen) pada daerah 

yang berdekatan dengan badan sungai; dan 4) 

Meratakan kembali permukaan badan jalan yang 

telah mengalami erosi alur/parit.  

 Beberapa kegiatan pengelolaan yang telah 

dilakukan seperti kegiatan pengelolaan LB3, 

monitoring erosi, dan kegiatan pembuatan 

guludan belum dilaksanakan secara periodik 

sesuai dengan frekuensi pengelolaan yang 

direncanakan.  

5. 3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2  Implementasi pemantauan dampak tanah 

dan air PT Rimba Raya Lestari sebagian 

telah dilakukan sesuai dengan dokumen 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 

Tahun 2006. Kegiatan pemantauan yang 

telah dilakukan sudah mencakup dampak 

terhadap penurunan kualitas air; 

pemantauan erosi; maupun pemantauan 

laju sedimentasi. Selama periode audit 5 

(lima) tahun terakhir, belum terdapat data 

hasil uji lab terkait dampak terhadap tingkat 

kebisingan dan penurunan kualitas udara.  

 Kegiatan pemantauan yang telah dilakukan 

seperti pengukuran debit sungai; uji kualitas 

air dan tanah; pemantauan erosi; 

pemantauan laju sedimentasi; dan 

pengukuran curah hujan belum dilakukan 

secara periodik. 

6. 3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Hasil uji petik di camp Najak PT RRL, pada 

lokasi bengkel/workshop (0°43’41,85” LS - 

115°30’41,34” BT), gudang BBM (0°43’43,034” 

LS - 115°30’40,18” BT); dan gudang genset 
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(0°43’42,669” LS - 115°30’41,229” BT) kondisi 

bengkel banyak terdapat ceceran oli/bbm. 

Upaya yang telah dilakukan adalah pada tahun 

2016 terdapat kegiatan pengelolaan limbah 

yang dituangkan dalam Laporan Hasil Kegiatan 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3). Jenis kegiatan yang dilakukan 

diantaranya pembersihan areal camp Najak, 

pembuatan drum sampah, pemasangan plang 

himbauan, dan pembuatan drainase. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (26/36) x 100% =  72,22% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), 

Terancam Punah (threatened) dan Endemik 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.4.1 

Ketersediaan prosedur identifikasi 

flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu pada 

perundangan/peraturan yang 

berlaku 

(D) 

SEDANG 2 PT Rimba Raya Lestari memiliki beberapa 

prosedur identifikasi flora fauna yang 

didalamnya tercakup pula untuk jenis-jenis 

dilindungi. Pada prosedur identifikasi flora, 

teknis pendataan flora telah dikategorikan pada 

setiap strata tumbuhan, seperti semai; 

pancang; tiang; dan pohon. Sementara itu, pada 

prosedur identifikasi fauna, teknis pengambilan 

data telah dispesifikasi pada tingkat kelas dalam 

taksonomi, seperti mamalia; aves/burung; 

reptilia; dsb. Namun, setiap SOP yang ada 

belum mencantumkan acuan pengkategorian 

flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik seperti CITES, 

IUCN RedList, maupun PermenLHK No. 

P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang 

Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. 

2. 3.4.2 

Implementasi kegiatan identifikasi 

(D) 

BAIK 3  Implementasi kegiatan identifikasi yang 

telah dilakukan oleh PT Rimba Raya 

Lestari selama periode 5 tahun terakhir 

terekam dalam beberapa dokumen 

meliputi: 

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Inventarisasi KPPN Tahun 2016 

2. Laporan Realisasi Kegiatan 

Pengamatan Satwa Liar di Areal 

KPSL Tahun 2016 

3. Laporan Hasil Kegiatan Pengamatan 

Flora Fauna di Kawasan Lindung 
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KPPN-KPSL-Blok Tebangan dan 

Sempadan Sungai Tahun 2017 

4. Berita Acara Pengamatan Flora dan 

Fauna No. 054/BAP-KELING/ 

IUPHHK-HT/RRL/IX/2018 Tanggal 27 

September 2018. 

 PT Rimba Raya Lestari telah melakukan 

beberapa kegiatan identifikasi flora fauna. 

Identifikasi yang dilakukan telah sesuai 

dengan SOP terkait. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

 Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan b.
endemik 

    

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.5.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

(D) 

SEDANG 2 PT. Rimba Raya Lestari telah memiliki prosedur 

terkait Pengelolaan Flora berjudul Standard 
Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Flora 

dan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, 

Endemik, dan Dilindungi (No. Dok. 15E/SOP-

RRL/2017 Tanggal Terbit 15 Agustus 2017). 

Metode pengelolaan flora yang dilakukan 

melalui pengelolaan didalam habitat (insitu) dan 

diluar habitat (eksitu). Acuan pengelolaan 

dalam SOP ini belum didasarkan kepada jenis-

jenis flora dilindungi berdasarkan PermenLHK 

No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018. 

Ketersediaan prosedur pengelolaan flora masih 

bersifat umum, yakni belum didasarkan kepada 

jenis-jenis flora dilindungi hasil identifikasi. 

2. 3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 PT Rimba Raya Lestari telah melakukan 

sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan 

pengelolaan flora yang ada di dalam dokumen 

perencanaan dan/atau SOP. Implementasi 

pengelolaan flora belum sepenuhnya dilakukan 

sesuai rencana pengelolaan dan/atau SOP yang 

tersedia. Kegiatan yang belum dilakukan 

diantaranya: 1) Pembinaan habitat dan populasi 

flora melalui penjarangan jenis tumbuhan; 2) 

Melakukan penambahan jenis flora endemik 

pada persemaian; 3) Melakukan pemberantasan 
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jenis tumbuhan penganggu (hama); 4) 

Melakukan pengkajian, penelitian, dan 

pengembangan jenis-jenis tumbuhan terutama 

pada spesies dilindungi; serta 5) melakukan 

pengelolaan secara ek-situ. 

3. 3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

SEDANG 2 
Hasil uji petik lapang pada blok RKT 2015 

(0°43’40,472” LS dan 115°32’5,242” BT) 

ditemukan bekas-bekas tebangan Pohon Ulin 

yang mengindikasikan bahwa masih terdapat 

gangguan terhadap kondisi sebagian spesies 

flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik yang terdapat di 

areal pemegang izin. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12/18) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

 Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan b.
endemik 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.6.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan fauna yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku, dan 

tercakup kegiatan perencanaan, 

pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan) 

(D) 

SEDANG 2  PT Rimba Raya Lestari telah memiliki 

Standard Operating Procedure (SOP) 

Pengelolaan Flora dan Fauna Jarang, 

Langka, Terancam Punah, Endemik, dan 

Dilindungi (No. Dok. 15E/SOP-RRL/2017 

Tanggal Terbit 15 Agustus 2017). Metode 

Pengelolaan Fauna dilakukan melalui 

pengelolaan didalam habitat (insitu) dan 

diluar habitat (eksitu).  

 SOP ini belum mengacu kepada peraturan 

yang berlaku yakni PermenLHK No. 

P.106/MenLHK/Setjen/ Kum.1/12/2018 

tanggal 28 Desember 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas PermenLHK No. 

P.20/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2018 

tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang 

Dilindungi. Ketersediaan prosedur 

pengelolaan fauna masih bersifat umum, 

yakni belum didasarkan kepada jenis-jenis 

fauna dilindungi hasil identifikasi. Prosedur 

pengelolaan fauna juga belum dispesifikasi 

berdasarkan tingkatan kelasnya dalam 

taksonomi, seperti Mamalia, Aves, Amfibi, 
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Reptilia, dan sebagainya.  

2. 3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan fauna sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 Sebagian dari bentuk-bentuk implementasi 

pengelolaan fauna telah dilakukan sesuai 

dokumen perencanaan dan/atau SOP yang 

tersedia. Namun, kegiatan pengelolaan tersebut 

belum dilakukan secara periodik sesuai dengan 

frekuensi pengelolaan yang telah direncanakan. 

Lebih lanjut, beberapa bentuk pengelolaan yang 

belum dilakukan diantaranya : 1) Pembinaan 

padang rumput untuk pakan satwa; 2) 

Penanaman pohon pelindung sebagai sarang 

satwa; 3) Melakukan tindakan penyelamatan 

melalui pengembang- biakan, pengobatan, 

pemeliharaan, dan pemindahan jenis fauna 

dilindungi ke habitat/lokasi lain (konservasi ek-

situ). 

3. 3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik (D) 

SEDANG 2 
Berdasarkan hasil wawancara saat konsultasi 

publik dengan Agustinus (Kepala Kampung 

Besiq) dan Rodi (Kepala Kampung Bermai), 

masyarakat sekitar desa masih melakukan 

perburuan di areal PT Rimba Raya Lestari. 

Jenis yang dominan diburu adalah babi (Sus 
scrofa). Namun, adanya akses keluar masuk 

masyarakat secara bebas pada areal PT RRL 

mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi 

gangguan berupa perburuan terhadap jenis-

jenis fauna lain, termasuk pada spesies yang 

dilindungi. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12/18) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat 

hukum adat dan atau masyarakat setempat. 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/laporan 

mengenai pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH setempat, 

identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, dan 

rencana pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

 Berdasarkan hasil telaahan terhadap 

dokumen PT RRL yang tersedia, data dan 

dokumen tersebut belum memberikan 

informasi yang lengkap terkait pola 

penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat. 

 Tidak tersedia informasi yang lengkap 

terkait pemanfaatan lahan oleh masyarkat 

sekitar dan HHNK yang masih dimanfaatkan 

oleh masyarakat serta sistem penguasaan 

lahan pada masing-masing desa di areal PT 

RRL. 

2. 4.1.2. 

Tersedia mekanisme pembuatan 

batas /rekon-struksi batas 

kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas 

kawasan 

(D) 

SEDANG 2  Berdasarkan verifikasi dokuman PT RRL, 

diketahui belum tersedia mekanisme 

pembuatan batas Kawasan secara 

partisipatif, namun telah memiliki 

mekanisme penyelesaian konflik batas 

kawasan yang tertuang dalam SOP Resolusi 

Konflik Dengan Masyarakat Desa 

N0.15S/SOP-RRL/2019, Rev.5 Tanggal 5-6-

2019.  

 Berdasarkan wawancara dengan 

masyarakat Kampung Besiq dan Bermai, 

diketahui bahwa iimplementasi penataan 

batas secara partisipatif belum dilakukan 

oleh PT RRL bersama masyarakat 

desa/kampung.  

 

3. 4.1.3. 

Tersedia mekanisme pengakuan 

hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat 

dalam perencanaan pemanfaatan 

SDH 

(D) 

SEDANG 2  PT RRL telah memiliki SOP Pemberdayaan 

Masyarakat No 8S/SOP-RRL/2017 namun 

belum mencakup mekanisme lengkap dan 

jelas terkait pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan 

SDH yang dituangkan dalam mekanisme 

Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat.  

 SOP Pemberdayaan Masyarakat, juga 

belum mencakup mekanisme pemberian 

akses masyarakat pemanfaatan SDH serta 

mekanisme pembayaran fee kompensasi 

dan ganti rugi kepda masyarakat. 



 
 

Halaman 27 dari 44 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4. 4.1.4. 

Terdapat batas yang memisahkan 

secara tegas antara 

kawasan/areal kerja unit 

manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat 

(D) 

SEDANG 2 

 

 PT RRL belum memiliki dokumen tatabatas 

partiispatif yang secara tegas memisahkan 

areal kerja dengan Kawasan kehidupan 

masyarakat. Secara administrasi areal PT 

RRL masuk ke dalam 2 desa, dan  PT RRL 

memiliki sebagian bukti – bukti terkait luas 

dan batas kawasan areal perusahaan 

dengan kawasan pemanfaatan oleh 

masyarakat setempat. Secara umum, 

masyarakat memahami batas areal kerja 

Unit Manajemen dengan batas masyarakat.  

 Sebagian masyarakat juga memahami batas 

lahan adat/ lahan waris Kampung Besiq 

dengan Kampung Bermai. Secara turun 

temurun masyarakat adat memililki sketsa 

batas lahan adat yang dibatasi oleh batas 

alam sungai 

5. 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para pihak 

atas luas dan batas areal kerja 

IUPHHK/KPH 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

 PT RRL dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya telah mendapat persetujuan 

dan dukungan dari masyarakat dimana 

terdapat Berita Acara Kesepakatan Bersama 

dengan masyarakat sekitar yang 

didalamnya terdapat Klausul yang 

menyatakan bahwa desa/kampung sekitar 

mendukung kegiatan operasional PT RRL.  

 Tersedia pernyataan dukungan masyarakat 

Kampung Besiq dan Kampung Bermai telah 

dituangkan dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh Petinggi Kampung dan 

Ketua Adat pada tanggal 4 Maret 2016 dan 

pada tanggal 2 Februari 2017. Pernyataan 

dukungan tersebut telah didokumentasikan 

oleh PT RRL.  

 Dukungan masyarakat juga ditunjukkan 

dengan adanya Berita Acara kegiatan 

sosialisasi setiap RKT yang berisi informasi 

tentang Visi Misi PR RRL, Lokasi kerja PT 

RRL pada tahun RKT berjalan, Kawasan 

Lindung, Flora dan Fauna yang dilindungi, 

serta Rencana Kelola Sosial. Dokumen 

Sosialisasi yang tersedia adalah BA 

Sosialisasi RKT 2016, RKT 2018 dan RKT 

2019. 

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 22/30 x 100 % = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.2. 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-dangan 

yang relevan/berlaku 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

 PT RRL memiliki dokumen  terkait tanggung 

jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku/relevan, 

tertuang dalam dokumen SK IUPHHK-HT, 

Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2018 - 

2027, RKTUPHHK-HT Tahun 2016, 2018 dan 

2019, Rencana Kelola Sosial Tahun 2016-

2018, dan 2019.  

 Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT RRL 

Tahun 2016, 2018 dan 2019 serta terdapat 

kesepakatan bersama antara PT RRL dengan 

masing-masing desa yang ada di sekitar areal 

terkait operasional PT RRL melalui prgram 

kelola sosial/CSR. Namun demikian PT RRL 

juga belum memiliki dokumen kesepakatan 

kegiatan tanaman kehidupan.  

2. 4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

 PT. RRL  memiliki  mekanisme pemenuhan 

kewajiban social yang tertuang dalam SOP 

Pemberdayaan Masyarakat No 8S/SOP-

RRL/2017, tanggal 5 Desember 2017.  

 Namun demikian SOP tersebut belum 

dilengkapi dengan mekanisme yang lengkap 

dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial 

terhadap masyarakat seperti Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat, termasuk 

Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat 

Dalam Memanfaatakan SDH. 

 Dengan demikian pemenuhan mekanisme 

kewajiban sosial pemegang izin terhadap 

masyarakat belum mencapai 100% 

 

 

3. 4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

 PT RRL memiliki bukti pelaksanaan 

sosialisasi kepada seluruh masyarakat 

mengenai hak dan kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam mengelola SDH 

tertuang dalam BA Sosialisasi RKT Tahun 

2016, 2018 dan 2019, namun belum 

tersedia BA Sosialisasi tahun 2017 dan 

2020. Hasil wawancara dengan masyarakat 

desa Kampung Besiq dan Bermai 

membenarkan adanya kegiatan sosialisasi 

dari PT RRL sebelum melakukan 

operasional.  

 PT RRL memiliki sebagian bukti terkait 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan kewajiban 



 
 

Halaman 29 dari 44 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

terhadap masyarakat dalam mengelola 

Sumber Daya Hutan. 

4. 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

 PT RRL memiliki bukti terkait realisasi 

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat yang berada di sekitar areal 

tertuang dalam BA Serah Terima bantuan 

/sumbangan PT RRL kepada Masyarakat 

Tahun 2016, dan 2019.  

 Berita Acara Pembayaran Fee Kompensasi 

PT RRL kepada masyarakat tahun 2016 dan 

tahun 2018, Bantuan BBM untuk listrik 

masyarakat kampung, Pembayaran Tali 

Asih ganti rugi pohon madu yang rusak 

akibat operasional PT RRL dan 

Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal/Kontraktor 

lokal.   

5. 4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

 Pembayaran Fee Kompensasi PT RRL 

kepada masyarakat sekitar tahun 2016 dan 

2018 

 Hasil telaahan terhadap laporan/dokumen 

yang tersedia, PT RRL belum memiliki 

laporan realisasi kegiatan kelola sosial yang 

dibuat setiap semester dan disampaikan 

kepada instansi terkait yang dibuktikan 

dengan tanda terima. PT RRL memiliki  

sebagian laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung jawab sosial 

pemegang izin termasuk ganti rugi. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator  20/30  x  100 % = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.3. 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.3.1. 

Ketersediaan data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh 

oleh aktivitas pengelolaan SDH 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RRL telah memiliki data dan inofrmasi 

masyarakat hukum adat yang tergantung dan 

terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, namun  

belum memiliki informasi lain terkait hal 

tersebut, seperti tidak memiliki dokumen studi 

dampak sosial dan tidak memiliki informasi 

jumlah pekerja local yang terlibat asyarakat yang 

memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu. Dengn 

demiikian PT RRL memiliki data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 



 
 

Halaman 30 dari 44 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh 

oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun tidak 

lengkap 

2. 4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat 

(D) 

 

BAIK 

 

  3 

PT. RRL memiliki mekanisme  terkait 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat tertuang dalam SOP Pemberdayaan 

Masyarakat No 8S/SOP-RRL/2017, tanggal 5 

Desember 2017.  

3. 4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat 

(CD) 

 

SEDANG 

 

2 

 PT RRL memiliki dokumen rencana 

pemegang izin mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat tertuang dalam 

dokumen RKUPHHK-HT Periode tahun 2018 -

2027, RKTUPHHK-HT Tahun 2016 dan 2019, 

dan Rencana Kelola Sosial tahun 2016, 2018 

dan 2019.  

 Hasil telaahan terhadap dokumen rencana 

kelola sosial yang ada di dalam RKTUPHHK-

HT kegiatannya tidak sama dengan Kegiatan 

yang ada dalam Rencana Operasional 

maupun dengan realisasi kegiatan yang 

dilaksanakan. Dengan demikian dokumen 

rencana pemegang izin mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat, namun belum lengkap 

dan jelas. 

4. 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau masyarakat 

setempat oleh pemegang izin 

yang tepat sasaran 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Implementasi kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi  PT RRL terhadap 

masyarakat sekitar adalah : 

 Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, sebesar  

30,8 % 

 Realisasi Penanaman Tanaman Kehidupan 

sebesar  0  % 

 Realisasi CSR (30,0 %) 

Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  

PT RRL sebesar : 20,26 

 

5. 4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Rekapitulasi Distribusi Manfaat kepada Para 

Pihak PT RRL dibuktikan laporan/dokumen  

terkait  pelaksanaan distribusi manfaat kepada 

para pihak  (Karyawan, Masyarakat dan 

Pemerintah/Negara) dokumen yang lengkap3 

hanya tahun 2016. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (22 /30) x 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.4. 

Keberadaan mekanisme resolusi konflik  
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.4.1. 

Tersedianya mekanisme resolusi 

konflik 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

 PT RRL memiliki mekanisme resolusi konflik 

nsmun belum megacu pada Perdirjen PHPL 

No. P.5/2016 tentang Pedoman Pemetaan 

Potensi Dan Resolusi Konflik Pada Pemegang 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IUPHHK) Dalam Hutan Produksi. 

 Hasil wawancara dengan Petugas Bagian 

Kelola Sosial PT RRL dalam menyelesaikan 

konflik di lapangan Pimpinan Perusahaan 

(dalam hal ini Operasional Manager) selalu 

melakukan konsultasi dan koordinasi dengan 

Tokoh Masyarakat sekitar dalam penanganan 

penyelesaian konflik yang terjadi. 

2. 4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RRL telah melakukan identifikasi pemetaan 

dan resolusi terhadap konflik lahan/ perladangan 

namun belum seluruhnya mengacu pada 

Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ 

PHPL.1/2/2016.  

3. 4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh para 

pihak 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RRL belum memiliki lenbaga resolusi konflik 

namun memiliki SDM yang bertanggungjawab 

terhadap penanganan konflik dan memiliki 

pendanaan untuk penyelesaian konflik. Anggaran 

konlfik tidak dibuat pos secara khusus namun 

melekat pada anggaran Humas Kelola Sosial 

4. 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang pernah 

terjadi 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RRL telah memiliki Laporan Pemetaan dan 

Resolusi konflik tahun 2018 dan 2019 dan 

menyampaikan Laporan tersebut kepada Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, namun 

Laporan tersebut belum seluruhnya mengacu 

Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ 

PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pembut etaan 

Potensi  dan Resolusi Konflik pada Pemegang 

Izin UPHHK. Laporan Pemetaan dan Resolusi 

Konflik belum dilengkapi Peta Konlfik dan proses 

penilaian konflik sesuai dengan ketentuan 

PerDirjen PHPL P.5/2016. 

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 16/24 x 100 % = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RRL telah merealisasikan sebagian 

hubungan industrial dengan karyawannya yang 

dibuktikan dengan terpenuhinya sarana 

hubungan industrial seperti tersedianya 

perpanjangan PP periode 2018-2020 yang 

dipepanjang masa berlaku sampai Februari 

2021, tersedianya Surat Direksi tentang 

kebebsan bersetikat dan berkum;pul bagi 

karyawan PT RRL. Namun demikian masih 

terdapat beberpa hal yang belum dilaksanakan 

yaitu terdapat tunggakan gaji sebanyak 8 bulan 

untuk karyawn yang telah di PHK bulan 

September 2019, belum tersedia pemenuhan 

karyawan operasional sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan HTI 

2. 4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi tenaga 

kerja 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RRL telah memiliki mekanisme terkait 

pengembangan kompetensi karyawannya 

tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan 

Surat Keputusan Direksi No.065/RRL-

HTI/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019 dan telah 

mengimplementasikan dalam Rencana dan 

Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan 

mencapai 68,8 %. 

3. 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir dan 

implementasinya 

(D) 

 

 

SEDANG 

 

2 

PT RRL memiliki sebagian dokumen terkait 

Standart Jenjang karir yang tertuang dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) Bab II Pasal 4 dan 

Surat Keputusan Direksi No.065/RRL-

HTI/VII/2019, tentang Standar Jenjang Karir PT 

RRL, tanggal 25 Juli 2019, namun belum 

tersedia Hasil Evaluasi Kinerja Karyawan. 

4. 4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RRL memiliki dokumen terkait tunjangan 

kesejahteraan karyawan  tertuang dalam 

Peraturan Perusahan PT RRL Bab V – Bab VIII 

(Pasal 10 – 20) dan telah diimplementasikan 

seluruhnya selama periode 2016 dan 2017. 

Sejak Februari – September  2019 (8 bulan) 

hak-hak karyawan tidak direalisasikan, sampai 

diambil alih oleh manajemen baru (Naga Buana 

Grup) pada Desember 2019.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 16/24 x 100 % = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLLK HUTAN) 
PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan 

usaha (SKIUPHHK) 

M - SK Menteri Kehutanan No. 300/Menhut-II/2007 tanggal 3 

September 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman 

kepada PT Rimba Raya Lestari atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 

17.330 (Tujuhbelas Ribu Tigaratus Tiga Puluh) Hektar di 

Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. SK dilampiri 

dengan lampiran ketentuan mengenai pelaksanaan  IUPHHK-HTI 

PT Rimba Raya Lestari dan Peta Skala 1 : 100.000 ditandatangani 

oleh Menteri Kehutanan HMS Kaban tanggal 3 September 2007 

- Terdapat Akta pendirian PT RRL sebelumnya atas nama PT Farada 

Pasific Raya Timber No. : 47 tanggal 25 Mei 1999, oleh Notaris 

Husein Halim, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan 

Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-11.436 HT 

01.01.TH 2000 tanggal 5 Juni 2000. Akte perubahan badan hukum 

menjadi PT Rimba Raya Lestari No. 35 Tanggal 8 November 2003 

Notaris  Ruddyantho Tantry, SH. dan telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman dengan Keputusan Nomor C-15989 HT.01.04.TH.2004 

tanggal 24 Juni 2004 

 Akte Perubahan Terakhir No. 98 Tahun 2019 tanggal 30 

Desember 2019 Notaris Imelda Nur Pane, SH berupa persetujuan 

penjualan saham perseroan dan perubahan susunan pengurus. 

SK Menkumham RI No.AHU-AH.01.03-0379907. 

 Pemegang Saham Perseroan 500 Lembar : 

 PT Nagabhuana Aneka Piranti 495.000 Lbr 

 Gunawan Wijaya 5.000 Lbr 

 Susunan Pengurus Perusahaan : 

 Komisaris : Pramono 

 Direktur Utama : Gunawan Wijaya 

 Direktur : Harmaji Anggono 

 Nomor Induk Berusaha (NIB) PT RRL No. 9120008521455 tanggal 

15 Mei 2019  

 NPWP No. 01.766.526.6-725.000 

2. 1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban 

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). 

M Dapat diverifikasi bukti pemenuhan kewajiban IIUPHHK berdasarkan : 

a. SPP No. S.786/VI-BIKPHH/2007 tanggal 5 Oktober 2007 untuk 

areal seluas 17.330 dengan tarif Rp 2.600,-/Ha senilai Rp 

45.058.000. 

b. Terdapat Bukti Setor Pembayaran SPP IIUPH tanggal 24 Oktober 

2007 sejumlah Rp 45.058.000 melalui Bank Mandiri  



 
 

Halaman 34 dari 44 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. 1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah 

di luar kegiatan IUPHHK (jika 

ada) 

N/A Pada areal PT Rimba Raya Lestari tidak dijumpai adanya penggunaan 

kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HTI. 

 
 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLLK HUTAN) 
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh 

yang berwenang 

  

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4. 2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, 

meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH 

& lampirannya yang 

disusun berdasarkan 

IHMB/risalah hutan dan 

dilaksanakan oleh Ganis 

PHPL Timber Cruising 

dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang 

disusun berdasarkan 

RKU/RPKH dan disahkan 

oleh pejabat yang 

berwenang atau yang 

disahkan secara self 
approval. 

c) Peta rencana penataan areal 

kerja yang dibuat oleh Ganis 

PHPL Canhut. 

M  PT Rimba Raya Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI 

jangka waktu sepuluh (10) tahun pertama yaitu periode tahun 

2008 s/d 2017 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan SK.260/VI-BPHT/2008, tanggal 22 Juli  2008. SK 

ditandatangani oleh Pj Direktur Bina Pengembangan Hutan 

Tanaman atas nama Menteri Kehutanan Dr. Ir. Bedjo Santosa, M. 

Si. NIP 710009303 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 

50.000. SK. RKUPHHK-HTI tersebut berlaku sampai dengan 31 

Desember 2017; 

 PT Rimba Raya Lestari telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-

HTI jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2008 s/d 2017 

dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 

SK.91/VI-BUHT/2012, tanggal 27 Desember 2012. SK revisi RKU 

ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas 

nama Menteri Kehutanan Ir. Herry Prijono, MM. NIP 19560425 

198203 1 010 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. 

SK. Revisi berlaku sampai dengan 31 Desember 2017; 

 PT Rimba Raya Lestari telah memiliki dokumen  RKUPHHK-HTI 

jangka waktu sepuluh (10) tahun periode kedua tahun 2018 s/d 

2027 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5035/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018. SK RKU 

ditandatangani oleh Dirjen PHPL atas nama Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Dr.  Hilman Nugroho NIP 19590615 198603 

1 004 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. SK 

berlaku sepuluh tahun sejak ditandatangani; 

 Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019 yang telah 

disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Rimba Raya 

Lestari dengan SK No. 11/Kpts/RRL-HTI/SMD/II/2019 tanggal 11 

Februari 2019 yang merupakan  RKT tahun 2018 dan RKT tahun 

2019 tanggal 11 Februari 2019 berlaku s/d 28 Februari 2020.  

 Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Yulianto Register No. 

02512-11/CANHUT/XX/2018 SK Pengangkatan Nomor 

SK.347/BPHP.XI-3/2018 tanggal 11 Mei 2018 dan berlaku sampai 

dengan tanggal 10 Mei 2021 
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5. 2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M PT Rimba Raya Lestari memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 

2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang 

tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai DPSL dan KPPN. 

Pemeriksaan Lapangan pada batas kawasan lindung di lapangan sesuai 

: 

- Sempadan Sungai Najak pada koordinat S 00° 43’ 41,2” dan E 

115° 30’ 43,3”. 

- Sempadan Sungai Kedang Pahu pada koordinat S 00° 42’ 19,5” 

dan E 115° 28’ 48,8”. 

Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-batasnya dapat 

diverifikasi keberadaanya di lapangan dan telah sesuai dengan 

koordinat pada Peta 

6. 2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok 

tebangan/blok RKT/petak RTT 

yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

M PT Rimba Raya Lestari memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 

2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok 

Tebangan/ Areal Pemanenan Tahun 2019. 

Areal RKT 2019 merupakan carry over dari rencana areal pada RKT 

2018 sehingga sesuai dengan Peta RKT 2018, dengan ditemukan Plang 

Areal RKT 2019, seperti diatas. 

- Batas areal RKT 2019 yang merupakan carry over dari rencana 

tahun 2018 pada petak XI 8 koordinat S 00° 43’ 41,5” dan E 115° 

34’ 01,2”. 

- Batas areal RKT 2019 yang merupakan carry over dari rencana 

tahun 2018 pada petak XI.8 dan XI.7 koordinat S 00° 43’ 40,5” dan 

E 115° 34’ 33,0”. 

 
 

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7. 2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa 

dalam proses) dengan 

lampiran-lampirannya 

M  PT Rimba Raya Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI 

jangka waktu sepuluh (10) tahun pertama yaitu periode tahun 2008 

s/d 2017 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan SK.260/VI-BPHT/2008, tanggal 22 Juli  2008. SK 

ditandatangani oleh Pj Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman 

atas nama Menteri Kehutanan Dr. Ir. Bedjo Santosa, M. Si. NIP 

710009303 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. SK. 

RKUPHHK-HTI tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2017; 

 PT Rimba Raya Lestari telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-

HTI jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2008 s/d 2017 

dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 

SK.91/VI-BUHT/2012, tanggal 27 Desember 2012. SK revisi RKU 

ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama 

Menteri Kehutanan Ir. Herry Prijono, MM. NIP 19560425 198203 1 

010 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. SK. Revisi 

berlaku sampai dengan 31 Desember 2017; 

 PT Rimba Raya Lestari telah memiliki dokumen  RKUPHHK-HTI 
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jangka waktu sepuluh (10) tahun periode kedua tahun 2018 s/d 

2027 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5035/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018. SK RKU 

ditandatangani oleh Dirjen PHPL atas nama Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Dr.  Hilman Nugroho NIP 19590615 198603 1 

004 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. SK berlaku 

sepuluh tahun sejak ditandatangani; 

 Berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 diketahui : 

 Menerapkan system silvikultur TPTJ dan THPB. 

 Rencana penyiapan lahan dan penanaman untuk jangka waktu 

10 th (2018 – 2027) : 

 Tanaman pokok seluas ± 3.580 Ha. 

 Tanaman kehidupan seluas ± 3.225 Ha 

 Penebangan dengan sistem TPTJ sesuai hasil IHMB : 

 Tebangan jalur/antara naungan (diameter ≥ 40 cm up rata-

rata ± 608 Ha/th dengan volume rata-rata 13.525,38 

m3/th). 

 Tebangan dalam jalur tanam/jalur bersih (diameter 10 cm 

up) seluas rata-rata ± 107,4 Ha dengan volume rata-rata 

4.953,79 m3/th. 

 

8. 2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume 

peman-faatan kayu hutan alam 

pada areal penyiapan lahan 

yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman 

industri. 

M Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 dan 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 PT Rimba Raya Lestari merencanakan 

pemanfaatan kayu hutan alam untuk penanaman HTI namun tidak 

terdapat realisasi di lapangan. 

1. Target Pemanenan pada RKT 2019 

 

No Uraian Satuan 2018 2019 Jumlah 

1 Luas  Ha 1.090 800 1.890 

2 KBK  M3 5.900,30 7.612,87 13.513,17 

3 KBS  M3 20.252,44 18.706,78 38.959,22 

4 KBB  M3 24.442,48 37.428,06 61.870,54 

 Jumlah M3 50.595,22 63.747,71 114.342,93 

 

2. Realisasi Pemanfaatan kayu pada RKT 2019 : NIHIL; RKT 2019 telah 

diterbitkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Rimba Raya 

Lestari, namun dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan internal 

dan perubahan kepemilikan saham PT Rimba Raya Lestari yang 

mengakibatkan RKT 2019 tidak dapat direalisasikan.  

3. Hasil observasi lapangan diketahui bahwa lokasi RKT 2019 yang 

terdiri dari lokasi RKT 2018 dan 2019 masih belum dikerjakan yaitu 

pada koordinat S 00° 14’ 55,4” dan E 115° 42’ 03,3” dan pada areal 

RKT 2019 murni tidak dapat dijangkau karena akses jalan yang 

terputus, namun belum terdapat produksi pada lokasi tersebut. 
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STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLLK HUTAN) 
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di 

LHP-kan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9. 3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M Hasil produksi kayu yang direncanakan adalah memanfaatkan berupa 

kayu pada areal pemanfaatan untuk persiapan lahan penanaman HTI, 

namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak terdapat realisasi kegiatan 

pemanenan kayu. 

Berdasarkan verifikasi dokumen selama 1 (satu) tahun terakhir, diketahui 

bahwa pada PT Rimba Raya Lestari tidak terdapat rencana pemanenan 

kayu tanaman HTI (harvesting) atau kegiatan produksi sesuai dengan 

dokumen RKT Tahun 2019. 

PT RRL telah memiliki akses ke SIPUHH Online untuk melakukan 

operasional penatausahaan hasil hutan kayu sesuai ketentuan. 

Terdapat Petugas Penerbit LHP atas nama SUKIMIN Reg. 00910-11/PKB-

R/XX/2012 dan berlaku sampai dengan 02/12/2021 yang telah ditunjuk 

sesuai dengan SK Direksi No. 022/RRL-HTI/KPTS/SMD/ III/2019 tanggal 

10 Juni 2019 

Selama Periode Audit bulan Juli 2019 – Juni 2020 PT Rimba Raya Lestari 

tidak membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat 

pada RKT Tahun 2019 sesuai dengan hasil pengecekan SIPUHH Online 

menunjukkan bahwa pada RKT 2019 tidak terdapat produksi kayu dan 

penerbitan LHP. 

Dokumen RKT terakhir yang diterbitkan adalah RKT 2019 yang telah 

disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Rimba Raya Lestari 

dengan SK No. 11/Kpts/RRL-HTI/SMD/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 

yang merupakan  RKT tahun 2018 dan RKT tahun 2019 tanggal 11 

Februari 2019 berlaku s/d 28 Februari 2020. Dalam pelaksanaannya 

terjadi permasalahan internal dan perubahan kepemilikan saham PT 

Rimba Raya Lestari yang mengakibatkan RKT 2019 tidak dapat 

direalisasikan. Namun demikian PT Rimba Raya Lestari dinilai telah 

memiliki sistem dan sarana prasarana serta sumberdaya manusia yang 

dapat melaksanakan penatausahaan kayu dan pendokumentasian legalitas 

penerbitan LHP sesuai ketentuan.  

 
 

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya 

hasil hutan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10. 3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil 

hutan dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer 

dan/atau penampung kayu 

M Legalitas TPK Hutan dan TPn di lokasi blok tebangan sudah termasuk 

dalam pengesahan dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019 yang telah 

disahkan secara self approval sesuai dengan ketentuan oleh Direktur 

Utama PT Rimba Raya Lestari sesuai dengan SK Nomor 11/Kpts/RRL-

HTI/SMD/II/2019 tanggal 11 Februari 2019. 

Terdapat SK Direktur Utama PT Rimba Raya Lestari No. 021/DIRUT-RRL-
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

terdaftar 

c) TPK Antara ke industry 

primer hasil hutan dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

HTI/SMD/TPn/TPK/III/2019 tentang Penetapan dan Penggunaan Tempat 

Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Pengesahan LHP dan TPK Hutan RKT 

2018 dan RKT 2019 a.n HTI PT Rimba Raya Lestari 

Terdapat SK TPK Antara Bunyut dari Direksi PT Rimba Raya Lestari No. 

100/RRL-HTI/SMD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Penetapan 

dan Penggunaan Tempat Penimbunan Kayu (TPK/ Logyadg/ Logpond) 

Antara Angkutan Kayu Bulat a. HTI PT Rimba Raya Lestari secara Mandiri 

(Self Approval). 

PT Rimba Raya Lestari telah memiliki akses SIPUHH Online untuk 

menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan dan telah memiliki 

personil yang menerbitkan SKSHHK dan personil yang mematikan 

dokumen SKSHHK sebagai berikut : 

 Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Yoseph Melolo Register 

No. 00281-11/PKB-R/XX/2011 dengan SK Penunjukkan Direksi PT 

RRL No. 024/RRL-HTI/KPTS/SMD/III/ 2019 tanggal 10 Juni 2019  

 Penerbit SKSHHK di TPK Antara Bunyut atas nama Sudirman 

Register No. 00129-11/PKB-R/XX/2010 dengan SK Penunjukkan 

Direksi PT RRL No. 025/RRL-HTI/KPTS/SMD/III/2019 tanggal 10 Juni 

2019. 

 Penerbit SKSHHK di TPK Antara Bunyut atas nama Cici Anti Register 

No. 01675-11/PKB-R/XX/2014 dengan SK Penunjukkan Direksi PT 

RRL No. 023/RRL-HTI/KPTS/SMD/III/2019 tanggal 10 Juni 2019 

 Petugas yang mematikan dokumen SKSHHK atas nama Taufikur 

Rahman Register 00284-11/PKB-R/XX/2011 dengan SK Penunjukkan 

Direksi PT RRL No. 027/RRL-HTI’KPTS/SMD/III/2019 tanggal 10 Juni 

2019 

Selama periode audit, PT Rimba Raya Lestari tidak melakukan penerbitan 

dokumen angkutan SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari TPK, 

karena tidak terdapat produksi kayu. Namun demikian PT Rimba Raya 

Lestari dinilai telah memiliki sistem dan sarana prasarana serta 

sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan penatausahaan kayu dan 

pendokumentasian legalitas pengangkutan kayu sesuai ketentuan.  

 

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11. 3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode 

pada kayu bulat  dari 

pemegang IUPHHK-HA bisa 

dilacak balak 

N/A PT Rimba Raya Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan 

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan 

tujuan indikator ini bahwa verifier  diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan 

demikian, verifier ini tidak diterapkan pada IUPHHK-HT PT Rimba Raya 

Lestari. 

12. 3.1.3.b.  

Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh 

pemegang izin 

N/A PT Rimba Raya Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan 

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan 

tujuan indikator ini bahwa verifier  diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan 

demikian, verifier ini tidak diterapkan pada IUPHHK-HT PT Rimba Raya 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Lestari. 

 
 
 

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

13. 3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk 

hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan 

tanaman 

M PT Rimba Raya Lestari telah memiliki akses SIPUHH Online dan terdapat 

sarana prasarana serta SDM untuk melakukan penatausahaan kayu 

menggunakan SIPUHH Online dan terdapat operator SIPUHH Online. 

Selama periode audit, PT Rimba Raya Lestari tidak melakukan penerbitan 

dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK dari TPK 

Hutan menuju TPK Antara karena tidak terdapat produksi kayu. Namun 

demikian PT Rimba Raya Lestari dinilai telah memiliki sistem dan sarana 

prasarana serta sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan 

penatausahaan kayu dan pendokumentasian legalitas pengangkutan kayu 

sesuai ketentuan 

 
 

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan 

atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14. 3.2.1.a.  

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH 

telah diterbitkan 

M Pada periode audit, PT Rimba Raya Lestari diverifikasi belum menerbitkan 

dokumen SPP untuk PSDH dan DR atas produksi kayu dan tidak memiliki 

dokumen SPP untuk PSDH karena tidak terdapat produksi kayu dan 

penerbitan LHP hasil hutan kayu. 

Namun demikian PT Rimba Raya Lestari dinilai telah memiliki sistem dan 

sarana prasarana serta sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan 

penatausahaan kayu dan pendokumentasian legalitas penerbitan SI PNBP 

SPP PSDH dan DR sesuai ketentuan 

15. 3.2.1.b.  

Bukti setor DR dan atau PSDH 
M Pada periode audit, PT Rimba Raya Lestari diverifikasi belum menerbitkan 

dokumen SPP untuk PSDH dan DR atas produksi kayu dan tidak memiliki 

dokumen SPP untuk PSDH karena tidak terdapat produksi kayu dan 

penerbitan LHP hasil hutan kayu. Oleh karena itu terhadap bukti setor 

PSDH dan DR tidak terdapat dokumennya.  

Namun demikian PT Rimba Raya Lestari dinilai telah memiliki sistem dan 

sarana prasarana serta sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan 

penatausahaan kayu dan pendokumentasian legalitas SI PNBP dan 

pembayaran PSDH DR sesuai ketentuan 

16. 3.2.1.c.  

Kesesuaian tarif DR dan PSDH 

atas hutan alam (termasuk hasil 

kegiatan penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan tanaman) 

dan kesesuaian tarif PSDH untuk 

N/A Berdasarkan verifikasi diketahuai kesesuaian tariff PSDH dan DR yang 

sesuai dengan ketentuan tarif untuk wilayah Kalimantan tidak dapat 

diterapkan karena belum ada penerbitan LHP dan SPP SI PNBP serta 

Bukti Pembayarannya. 
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kayu hutan tanaman. 

 

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai 

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17. 3.3.1. 

Dokumen PKAPT 
N/A Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa  Keputusan Menteri Nomor 

68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 

Agustus 2018. 

 
 

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera 

Indonesia dan memiliki izin yang sah 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18. 3.3.2.  

Dokumen yang menunjukkan 

identitas kapal 

N/A PT Rimba Raya Lestari pada periode audit tidak melaksanakan 

Pengangkutan kayu/ Penerbitan dokumen SKSHHK menggunakan kapal 

pengangkut kayu ke Luar Pulau Kalimantan. Dengan demikian, verifier ini 

tidak dapat diterapkan  

 

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19. 3.4.1.  

Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

N/A PT Rimba Raya Lestari belum memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (PHPL) dan VLK serta Perjanjian penggunaan tanda V-

Legal.  

Saat ini PT Rimba Raya Lestari sedang dalam proses sertifikasi PHPL.  

 
 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLLK HUTAN) 
PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan 

yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20. 4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL 

 

M Terdapat Dokumen ANDAL berupa Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL 

untuk areal seluas 17.713 ha yang telah disetujui oleh Kepala Dinas 

Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah 

Kabupaten Kutai Barat No. 540/017/Sekr.Amdal/ XII/06 tanggal 7 

Desember 2006 
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Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan 

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat 

sosial. 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

21. 4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M PT Rimba Raya Lestari memiliki dokumen RKL dan RPL untuk areal 

seluas 17.713 ha yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan 

dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat 

No. 540/017/Sekr.Amdal/ XII/06 tanggal 7 Desember 2006  

22 4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan 

dan pemantauan dampak 

penting aspek fisik-kimia, biologi 

dan sosial 

M PT Rimba Raya Lestari melaksanakan pengelolaan dan pemantauan 

dampak penting lingkungan pada sebagian kegiatan yang seharusnya  

yaitu penandaan kawasan lindung sempadan sungai dan kegiatan di 

persemaian serta kelola sosial.  

Pemeriksaan Lapangan pada penandaan batas kawasan lindung di 

lapangan yaitu : 

- Sempadan Sungai Najak pada koordinat S 00° 43’ 41,2” dan E 115° 

30’ 43,3”. 

- Sempadan Sungai Kedang Pahu pada koordinat S 00° 42’ 19,5” dan 

E 115° 28’ 48,8”. 

Sedangkan kegiatan lainnya masih dalam tahap pembenahan oleh 

manajemen baru yang direncanakan akan berjalan pada bulan Agustus 

2020 dan seterusnya. 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLLK HUTAN) 
 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

23. 5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 
M PT Rimba Raya Lestari memiliki pedoman/ prosedur terkait K3, yaitu : 

- SOP Alat Pelindung Diri Nomor 13P/SOP-RRL/2017 tanggal 

15/08/2017 Revisi 3 

- SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor 14P/SOP-

RRL/2017 tanggal 15/08/2017 Revisi 3 

PT Rimba Raya Lestari telah menetapkan personil yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan K3 yaitu SK tentang Panitia Pembina Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja (P2K3) PT Rimba Raya Lestari sesuai SK Direksi 

No. 062/RRL-HTI/SMD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019. Penanggungjawan 

K3 adalah PT Rimba Raya Lestari atas nama Ariningsih Pratiwi. 

24. 5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 
M Berdasarkan Daftar Perelengkapan K3 dan Kondisi Darurat dapat diketahui 

bahwa PT Rimba Raya Lestari memiliki peralatan K3, adapun kondisi 

peralatan K3 sesuai pemerriksaan Lapangan. 

Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 diantaranya : 

- Kotak P3K tersedia di Kantor Samarinda dan Basecamp Najak.  

- APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia Kantor 

Samarinda dan Basecamp Najak. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot. 

- Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (assembly point) 

25. 5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 
M PT Rimba Raya Lestari  diverifikasi memiliki Catatan Kecelakaan Kerja 

berupa Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat setiap bulan. Selama 

periode audit, bulan Juli 2019 – Juni 2020 tercatat tidak terdapat kejadian 

kecelakaan Kerja atau NIHIL. 

Laporan Kecelakaan Kerja telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKutai Barat sesuai 

dengan tanda terima laporan yang ada. 

Hasil interview dengan MR Auditi menjelaskan bahwa pada PT RRL 

tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja karena memang sedang tidak 

aktif operasional di lapangan dan tidak terdapat perawatan pekerja akibat 

kecelakaan. 

Pelayanan medis diberikan kepada karyawan untuk sakit ringan, dalam hal 

kasus sakit parah/ berat pasien dirujuk ke Puskesmas atau ke Rumah 

Sakit di Barong Tongkok atau dirujuk langsung ke Samarinda. 

Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya 

melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, 

pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk 

kegiatan lapangan. 

 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

26. 5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat dalam 

kegiatan serikat pekerja 

M Karyawan dan pekerja PT Rimba Raya Lestari belum membentuk Serikat 

Pekerja, namun PT Rimba Raya Lestari membolehkan bagi pekerja dan 

karyawannya untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja. 

Terdapat dokumen pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT 

RRL sesuai Surat Keterangan sebagai berikut : 

- Surat Keterangan Direktur Utama tanggal 30 September 2017 No. 

030/RRL-HTI/SMD/IX/2017 tentang kebebasan pekerja untuk 

berserikat atau mendirikan satuan pekerja seluruh Indonesia (SPSI) 

di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari 

- Surat Keterangan Direktur Utama tanggal 06 Januari 2018 No. 

010/RRL-HTI/SMD/I/2018 tentang kebebasan pekerja untuk 

berserikat atau mendirikan satuan pekerja seluruh Indonesia (SPSI) 

di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari. 

 

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-

hak pekerja 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

27. 5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB 

atau PP 

M Terdapat Peraturan Perusahaan atas nama PT Rimba Karya Rayatama 

Group, termasuk di dalamnya PT Rimba Raya Lestari yang merupakan 

bagian dari Rimba karya Rayatama Group dan mengatur/ berlaku untuk 

seluruh karyawan dalam grup perusahaan. 
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Peraturan Perusahaan terdiri dari 10 BAB, 53 pasal dan pada pasal 53 

mencantumkan ketentuan bahwa peraturan perusahaan ini berlaku untuk 

sesama pekerja di lingkungan PT Rimba Karya Rayatama Group 

ditandatangani oleh Direktur tanggal 06 Februari 2018. 

Terdapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/949/ B.PHI&JAMSOSTEK/2018 

tanggal 6 Maret 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 

2020. Dan saat ini sedang dalam proses pengajuan untuk perpanjangan 

pemberlakuan peraturan perusahaan di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2020 – 2022 

sebagaimana tanda terima pengiriman dokumen ke Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Juni 2020 

 

 

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)   

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

28. 5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah 

umur 

M Data tenaga kerja PT Rimba Raya Lestari tidak ditemukan adanya 

karyawan yang masih di bawah umur, artinya PT Rimba Raya Lestari tidak 

mempekerjakan karyawan dibawah umur. 

Dari daftar karyawan yang tersedia sebanyak 65 orang karyawan PT 

Rimba Raya Lestari tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. 

Karyawan termuda bernama Joen H. Silaban dengan jabatan Staf Bagian 

Persemaian yang lahir di Lambas Maria tanggal 02 Februari 2000 dan 

mulai masuk kerja tanggal 01 Agustus 2018 saat yang bersangkutan 

berusia 18 tahun 5 Bulan. 
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TABEL PERI.IITUNGAN NILA} AKHIR KIIOER'A FTTPL

Ho.,'

1. 1.1 Sedang 2 3
2. 1.2 Sedang 2 3
3. 1.3 Sedang 2 3
4. 1.4 Sedang 2 3

.5. 1.5 Sedang 2 3
6. 2.t Sedang 2 3
7. 2.2 Buruk 1 3
8. 2.3 Sedang 2 3
9. 2.4 Sedang 2 3

10. 2.5 Sedang 2 3
11. 2.6 Buruk 1 3
12. 3.1 Baik 3 3
13. 3.2 Sedang 2 3
14. 3.3 Sedang 2 3
15. 3.4 Baik 3 3
16. 3.5 Sedang 2 3
17. 3.6 Sedang 2 3

18. 4.1 Sedang 2 3

19. 4.2 Sedang 2 3

20. 4.3 Sedang 2 3

21. 4.4 Sedang 2 3

22. 4.5 Sedang ' 2 3

JUMLAH M 66

NILAI KINERJAAKHIR j. 66,6196 SEDA}IG

b , Samarinda, 26 Agustus 2020'i 
TPPHFL PT Trustindo Prima Karya

lr. tumiq IPU
DireKur
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